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KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN
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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEIAKSANA KEGIATAN PENGELOI.AAN DAN
PE NGEM BAT{GAN LAYANAil PE NGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

KABUPATEil MERAilGIT{ TAHUil 2018

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

BUPATI MERANGIN,

bahwa dalam rangka untuk menunjang kelancaran operasional
pengelolaan dan pengembangan layanan pengadaan secara
eleKronik (LPSE) pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Merangin dan untuk meningkatkan eFi&rsi, efeKifrtas,
transparansi, persaingan sehat dan ardhtabitias dalam
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Merangin;

bahwa berdasarkan peftimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang
pembentukan tim pelaksana kegiatan pengetolaan dan
pengembangan layanan pengadaan secara elektncnik (LpsE)
Kabupaten Merangin Tahun 2018.

undang-undang Nomor Lz Tahun 1956 tentang pembentukan
Daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah provinsi
sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

195.6 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah
Tingkat II sarolangun Bangko dan Da&ah Trngkat II Tanjung
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia lbhun 1965 Nomor
50, lbmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor zlsi);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyerenggaraan
Negara yang Bercih dan Bebas dari Korupsi, Koiusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);

b.

I



3.d undang-Undang Nomor 54 Tahun l99g tentang pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah di ubah
dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tettang perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembar:an Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembar:an Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaman
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenbng Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jarmab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan
Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 lbhun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A04 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

8. t' Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infionnasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
Nomor 4843);

9. V Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tenbng Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20L4 Nomor
06, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5a9g;

I
10. " Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20L4 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia lbhun 20L4 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Peratumn Femerintah kngganti
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20L4 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5589);
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11.

L2.

IJ.

L4.

15.

15.

t7.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Fengelolaan
dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam pelat<sanaan

Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4023);

/ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja instansi kmerintah (Lembaran Negam
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4SLg;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor S2,Iambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

/ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
L14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 lbhun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas peratumn Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan
Keuangan Daeriah (Berfta Negam Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

I Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

/ Peraturan Daerah lGbupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016
tertang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Merangin. ( Lembaran Daerah lGbupaten Merangin Tahun 2016
Nomor 10);

I

J Pemturan Daerah lGbupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2OL7
tentang anggaran pendapahn belanja daerah Kabupaten
Merangin Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Merangin Tahun 20L7 Nomor 10);

y Feraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2076 tentang
Kedudukan,Susunan Organisasi ,l-ugas Pokok dan Fungsi serta tata
kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten
Meransin Tahun 2016 Nomor 3B);

24.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KFNGA

2L. / Peraturan Bupati Merangin Nomor 75 Tahun ZOLI tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Merangin Thhun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten
Merangin Tahun 20L7 Nomor 75);

MEMUTUSKAil :

KEPUTUSAN BUPAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEIAIGANA
KEGI,ATAN PENGELOI.AAN DAN PENGEMBANGAN I.AYANAN
PENGADMN SECAM ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN MEMNGIN
TAHUN 2O1B

Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan dan
Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Kabupaten . Merangin Tahun 2018, dengan susunan tim
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU mempunyai tugas :

a. Mengoperasikan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa
secara eleKronik;

b. Melakukan registrasi dan verifikasi penyedia banng/jasa untuk
memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan yang
berlaku;

c. Melakukan soasialisasi/pelatihan/training kepada Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat
Komitmen, Pejabat Pengadaan Barangfasa dan Penyedia
Barangflasa untuk menguasai aplikasi sistem pelelangan secara
eleKronik;

d. Sebagai Helpdesk yang menyediakan lalanan sistem
pengadaan barang/iasa secara eleKnonik bagi penyedia
barang/jasa yang memerlukan panduan untuk mengikuti tahap
pelelangan secara elektronik.

Tim Pelaksana Kegiatan masing-masing mempunyai tugas sebagai
berikut :

1. Ketua:
a. MelaKanakan dan menyusun rencana kerja kegiatan LPSE;
b. Menyusun rencana kerja pelaksanaan pembinaan kepada

unit-unit dilingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin
mengenai tata cara pengadaan barang/jasa secara
elektronik;

c. Melakukan koordinasi dan membantu pelaksanaan tugas
administrator, trainer, help desk dan verifikator;

d. Melakukan koordinasi dengan LPSE Provinsi dan Nasional;



e. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Koordinator
LPSE dalam rangka pelaksanaan pengadaan barangfias.

2. Sekretaris :

a. Membantu pelalsanaan tugas Ketua;
b. tt4elaksanakan urusan kesekrehriatan/ketatausahaa n LPSE ;

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pelaksana
Administrasi dan Teknis.

3. Administrator (Anggota) :

a. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka
pelaksanaan pengadaan barang/iasa secara elektronik, baik
berupa perangkat keras (hardward maupun perangkat
lunaknya (berupa aplikasi e-prrcurement);

b. Memelihara dan memberikan jaminan keamanan (security)
terhadap sistem terhadap sistem pengadaan barang/jasa
Pemerintah Kabupaten Merangin, server dan perangkat
komputer dalam rangka pelaksanaan pengadaan
barang/jasa secara elektronik;

c. Menangani permasalahan teknis (bouble xlution) yang
terjadi terhadap aplikasi *procurement Pemerintah
Kabupaten Merangin dan perangkat kerasnya;

d. t.lelakukan koordina5 dengan Adminirrstrator LPSE Nasional
dengan cara memberikan informasi dan masukan kepada
Administrator LPSE Nasional tenhng kendala-kendala teknis
yang terjadi pada LPSE Pemerintah Kabupaten Merangin,
serta melaksanakan instruksi-instruksi dari Administrator
LPSE Nasional;

e. Memberikan user id dan passuord kepada penyedia
barang/jasa setelah adanya persetujuan pendaftaran oleh
petugas verifikatior.

4. Trainer (Anggota) :

a. Memberikan sosialisasi/pelaUhan bagi paniUa pengadaan
barang/jasa, pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran/pejabat pembuat komitmen, dan penyedia
barang/jasa mengenai tata cara dan mekanisme
pelaksanaan pengadaan barangfiasa secara elektronik serta
pengopermian aplikasi e-prmuremenf Pemeritah Kabupaten
Merangin;

b. Menjelaskan kepada peserta pelatihan tentang kebijakan
yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengadaan
barang/jasa secara ekeltronik.



KEEMPAT

5. Verifikator (Anggota) :

a. Menangani proses pendaftaran penyedia barangljasa
(setelah diterima dari helpdesk);

b. Melakukan verifikasi terhadap seluruh informasi dan
dokumen yang disampaikan oleh penyedia barangfiasa
sebagai persyaratan pendaftaran;

c. Menyetujui dan menolak permohonan pedaftaran penyedia
barang/jasa berdasarkan hasil verifi kasi;

d. Menyampaikan persetujuan hasil verifilosi dokumen
penyedia barang/jasa kepada administrator untuk
mendapatkan user id dan password, dan kemudian
disa mpa ikan kepada penyedia barang/jasa bersang kuta n ;

e. Menyampaikan penolakan hasil verifikasi dokumen
pendaftaran kepada penyedia barang/jasa dan sekaligus
menyampaikan informasi kepada )ang bersangkutan
tentang kesalahan keku ranga n informasi/dokumen ;t. Mengelola arsip dan dokumen pendaftaran penyedia
barang/jasa untuk pengadaan barang/jasa secara elektronik
Pemerintah Kabupaten Merangin.

6. Helpdesk (Anggota) :

a. Memberikan layanan komuttasi mmgenai proses pengadaan
barang/jasa secara eleKronik, baik melalui telphone, e-mail
maupun hadir langsung diruang LPSE;

b. Menerima dan membantu proses pendafuran penyedia
barang/jasa;

c. Memberikan penielasan kepada yang membutuhkan tentang
fasilitas dan fitur aplikasi e-procuremenf Pemerintah
Kabupaten Merangin;

d. Menangani keluhan dan masukan para pihak yang
bersangkutan berkenaan dengan pelalaanaan pengadaan
barangfiasa secara elektronik;

e. Memantau segala kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa secara elektronik dan menyampaikan lapran
kepada Koordinator Pelaksana apabila ditemukan
penyimpangan-penyimpangan prosedur atas pelaksanaan
pengadaan barangljasa secara eleKronik untuk
ditindaklanjuti.

Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Layanan
Pengadaan Secara EleKronik (LPSE) dalam melaksanakan
tugasnya beftanggungjawab kepada Bupati Merangin.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun Anggaran
2018, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Layanan
Pengadaan Secara Elelctronik (I.PSE) Nomor Rekening :

2.10.2.10.0r.15.08.5.2.1.01.04.

KELIMA



Keputusan Bupati ini mulai berlaku Pada tanggal
sampai dengan 31 Desember 2018.

ditetapkan"

Ditetapkan di Bangko
Pada Tanggal ?z Januan2018

Tembunn dismoaikan kepada vtlt: **s,
1. Wakil Bupati Merangin di Bangko.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin di Bangko.
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Merangin di Bangko.
4. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Merangin di Bangko.
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. l4erangin di Bangko.
6. Yang Bersangkutan.
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I.AMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

$o ptsKourilFo lzotsZ JANUART 2o1B
PEMBENTUKAN TIM PEITI(SANA KEGIATAN
PEI{GEIOI.AAil DAil PEilGEUBATTGAT{ I.AYANAN
PENGADAAI'I SECARA ELEKTR,IOiTIK (LPSE)
KABUPATE]I MERAilGIN TAHUN 2018

SUSUilAI{ TIM PEIAKSANA KEGIATAN PENGETOLMN DAil PEItlGElrlBAl{cAN
LAYANAN PEilGADAAil SECARA ELEICRONIK (LPSE) KABUPATEN lrlERAl{cIN

TAHUN ATTIGGARAN 2018

ilo Nama / Jabatan Iabatan

dalam LPSE

Jumlah
Honorarium

Perbulan

1 2 3 4

1.
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Ketua Rp.450.000,-

2.
Kepala Bidang Teknologi
Informasi dan Komunikasi

Sekretaris Rp.425.000,-

2 Rolly Kurniawan, S.Kom
Adminishator

(Anggota) Rp.400.000,-

4.
Hendra Silitonga, S.Kom,
M.Kom

Administrator
(Anooota) Rp.400.000,-

5. NoviAndri, S.Kom Trainer (Anggota) Rp. 375.000,-

6. Eviliani, SE Trainer (Anggota) Rp. 375.000,-

7. Syamsiwardi, S.Kom, M.Kom Verifikator (Anggota) Rp. 375.000,-

B. Santi Rosita Verifikator (Anggota) Rp. 375.000,-

9. Cil Mardianti, S.Kom Helpdesk (Anggota) Rp. 350.000,-

10. Suratno Helpdesk (Anggota) Rp. 350.000,-

CP.Ai)
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